
a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan yang bersumber dari 
Jaminan KesehatanJ Nasional, Dana Alokasi Khusus BOP PAUD 
Swasta dan adanya kegiatan mendesak dalam penanganan 
longsor badan jalah jembatan kali Cipamingkis, maka perlu 
dilakukan perubahdn Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 
tentang Penjabaran I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa berdasarkanl pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a diatas, maka Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

I 
Bekasi Nomor 80 fahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tersebut 
perlu ditetapkan keriibali dengan Peraturan Bupati. 

., 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

I 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negar1 Tahun 1950); 

I . 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (LembaranJ Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4286); I 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaranl Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

Mengingat 

Menimbang 

~~Pl3~ 
. I 

PERATURAN BUPATI BEKASi 
I NOMOR- 14· TAEU.T 2019 
I . 

TENTANG 
I 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 80 
I 

TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
I 

BELANJA DAERAH f AHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT fUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BEKASI, 
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5. Undang-Undang ~omor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik I~donesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara ~epublik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem dan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 

I ' Lembaran Negara iepublik Indonesia Nomor 4421); 
7. Undang-Undang Npmor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Piemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembarf Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Dadrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomot 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

I 
Indonesia Nomor 5049); 

I 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Ibdonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

I 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

10. Undang-Undang NJmor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lembaran' Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tamb~an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-~ndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua ftas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

I 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia INomor 56 79); 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Le4baran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292l Tambahan Lembaran Negara Republik 

I 

Indonesia Nomor 5601); 
12. Peraturan Pemerintb Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 

I 
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1977 Nomot 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

I 
Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapakali diubah 
terakhir dengan Pe~aturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 
tentang Perubahan' Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Ne~ara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
123); I 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Uayanan Umum (Lembaran Negara Republik 

I 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

I 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerint~ Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Peberintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangkn Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

I 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Ind6nesia Nomor 5340); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

I Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia· 
Nomor 4575); . I 

15. Peraturan Pemermtah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesik Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan IPemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

I 
tentang Sistem Infprmasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

I 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerihtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuaiigan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2b19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6322); I 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan I Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerin~ah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinbrja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesiaj'Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemeriniah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
I 

Penyelenggaraan 1emerintahan 
Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 
Dewan Perwakilan' Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara fepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Perublik Indonesia Nomor 4693); 

20. Peraturan PemerinJah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerinfahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomo!ijl 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 51!65); 

21. Peraturan Pemerihtah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barank Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia ~ahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

22. Peraturan Pemeribtah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan P6ngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran' Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); I 

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa PemeJintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33); 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 2111rrahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2b11 Nomor 310); 

25. Peraturan Menteri lnalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
Pada Pemerintah IDaerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

26. Peraturan Menteri lna1am Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

• I 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

27. Peraturan Menteri lna1am Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesi~ Tahun 2016 Nomor 547); 

I 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pedoman PenyusJnan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia 

I Tahun 2018 Nomo170l); 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang 

Kegiatan Pembang{inan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 
Pemberdayaan MaJyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik 

I 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 
30. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 187 /PMK.07 /2018 

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1832); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 
2010 Nomor 3); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupated Bekasi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah I Kabupaten Bekasi Nomor 1), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor . I 
7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (LembaraJ Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 
Nomor 7, Tambahab Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 
7); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 
2018 Nomor 8); 
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B. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II tidak diubah, dan ditambah 1 (satu) 
Lampiran baru yaitu Lampiran III, sehingga harus dibaca sebagaimana 
tercan tum dalam Lam piran Peraturan Bu pati ini. 

Pasal 1 

Menetapkan 

1. Pendapatan Daerah Rp 5.524.4 78.467.013,00 
2. Belanja Daerah Rp. 6.100.252.101.066,00 

(-) 
Surplus/ (Defisit) Rp. (575. 773.634.053,00) 

3. Pembiayaan Daerah: 
a. Penerimaan Rp. 662.321. 927 .553,00 

I 
b. Pengeluaran Rp. 86.548.293.500,00 

Pembiayaan Netto Rp. 575. 773.634.053,00 
(+) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 
Berkenaan Rp. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 
2019 sejumlah Rp. 6.186.800.394.566,00 dengan rincian sebagai berikut : 

Pasal I 

I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 80 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2~19 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 
2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peru~ahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi 
Nomor 80 Tahun 2018 tentang PenjJbaran APBD Tahun Anggaran 2019 (Berita 

I 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 romor 13) diubah sebagai berikut: 

A. Ketentuan Pasal I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp 6.020.292.899.273,00, diubah sehingga 
harus dibaca sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN KETIGA jTAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 80 
I 

TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
I 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

34. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 80 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (B~rita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 
Nomor 80). 
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Diundangkan di : Cikarang Pusat 
Pada tanggal : 29 April 2019 

HsrARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, j- 

, UJU 

1 BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 14 

EK.A SUPRIA ATMAJA 

t.t.d 

Pit. BUPATI BEKASI 

Ditetapkan di : Cikarang Pusat 
I pada tanggal : 29 April 2019 

lasal II 

Peraturan Bu pati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, menlerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini, dengan menempatkannya dalam Betita Daerah Kabupaten Bekasi. 


